BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 75{ /2025

TENTANG

PEMBENTUKAN KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA
KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARAN 2025

Menimbang

Mengingat

da.

BUPATI TABALONG,

bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor
142/Kpts/OT.050/2016 tentang Komisi Pengawas Pupuk dan
Pestisida Pusat, maka dalam menjamin terciptanya kelancaran
pengadaan dan penyaluran, peredaran dan penggunaan pupuk
bersubsidi dan pestisida kepada petani yang memenuhi prinsip
6 (enam) tepat yaitu tepat jenis, jumlah, harga, tempat, waktu,
dan mutu perlu diadakan pengawasan;

bahwa dalam rangka pelaksanaan pengawasan, Pemerintah
Daerah perlu membentuk Komisi Pengawasan Pupuk dan
Pestisida Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2025;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan
Bupati Tabalong;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9),
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965
tentang Pembentukan Daerah Tingkat Il Tanah Laut, Daerah
Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan
Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6

- Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
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Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya
Pertanian Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6412), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
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Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1973 tentang Pengawasan
Atas Peredaran, Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 12);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi
Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3373);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang
Perlindungan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1995 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3586);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk
Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4079);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4890);

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan
Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6580]);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2005 tentang Penetapan
Pupuk Bersubsidi sebagai Barang Dalam Pengawasan,
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15
Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor
77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi Sebagai
Barang Dalam Pengawasan,

Peraturan Menteri Pertanian Nomor
40/Permentan/OT.140/4 /2007 tentang Rekomendasi
Pemupukan N, P dan K pada Padi Sawah Spesifikasi Lokasi;

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/M-DAG/PER/4/2013
tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk
Sektor Pertanian;

Peraturan  Menteri  Pertanian Nomor 107 /Permentan/
SR.140/9/2014 tentang Pengawasan Pestisida (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1274);

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 69/M-IND/PER/
8/2015 tentang Penggunaan Kantong Satu Merek untuk Pupuk
Bersubsidi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor
1278), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2021 tentang
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor
69/M-IND/PER/ 8/2015 tentang Penggunaan Kantong Satu
Merek untuk Pupuk Bersubsidi (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 195);
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Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.02/2016 tentang
Tatacara Penyediaan Anggaran, Perhitungan, Pembayaran, dan
Pertanggungjawaban Subsidi Pupuk (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 641);

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 36/PERMENTAN/
SR/10/2017 tentang Pendaftaran Pupuk An-Organik (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1471);

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2019 tentang
Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenah
Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 5);

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2019 tentang
Pendaftaran Pestisida (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 947);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 4 Tahun 2023 tentang
Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor
Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
26);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02),
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2024
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Tabalong Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Tabalong Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 9 Tahun 2024
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun
2024 Nomor 9);

Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata
Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 69);

Peraturan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 23 Tahun 2024
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong
Tahun 2024 Nomor 23);
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1. Keputusan  Menteri  Pertanian = Nomor 142 /Kpts/
0T.050/2/2016 tentang Komisi Pengawas Pupuk dan
Pestisida Pusat;

2. Keputusan Direktur Jenderal Prasaran dan Sarana
Pertanian Nomor 45.12/KPTS/SR.340/B/11/2022 tentang
Petunjuk Teknis Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida
Tahun 2023;

MEMUTUSKAN:

Membentuk Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Kabupaten
Tabalong Tahun Anggaran 2025 dengan susunan keanggotaan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Komisi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU

mempunyai tugas sebagai berikut:

a. melakukan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, dan
penyimpanan serta penggunaan pupuk dan pestisida;

b. melakukan koordinasi perumusan kebijakan di bidang
pengawasan pupuk dan pestisida;

c. melaksanakan pembinaan terhadap usaha masyarakat dan
stake holder di Bidang pupuk dan pestisida;

d. melakukan evaluasi dan pengendalian pelaksanaan
pengawasan  terhadap  pengadaan, peredaran, dan
penyimpanan serta penggunaan pupuk dan pestisida; dan

e. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Tabalong.

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini
dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas
Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan
Hortikultura Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong
Tahun Anggaran 2025.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung

DORDIN, Brerart
= i PARAF KOORDINAS| pada tanggal /7 Febrvar 2ar

- Pj. BUPATI TABALONG,

v ot

i KADIS/KABAN
f ) HAMIDA MUNAWARAH

ASISTEN

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

. Gubernur Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Selatan

di Banjarbaru.

. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida Provinsi Kalimantan Selatan

di Banjarbaru.

. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
. Anggota Komisi yang bersangkutan



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG

NOMOR 188.45/ 2

TANGGAL /7 fzéruan o2

4 /2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMISI PENGAWASAN PUPUK DAN PESTISIDA
KABUPATEN TABALONG TAHUN ANGGARAN 2025

JABATAN DALAM

JABATAN DALAM
KOMISI

DINAS
1. | Bupati Tabalong Pembina I
2. | Wakil Bupati Tabalong Pembina Il
3. | Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong Ketua
4. | Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretaris I
Kabupaten Tabalong
5. |Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Sekretaris 11
Tanaman Pangan dan Hortikultura Kabupaten
Tabalong
6. | Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Sekretaris III
Perindustrian dan  Perdagangan  Kabupaten
Tabalong
7. | Kasat Reskrim pada Polres Tabalong Anggota
8. | Kasi Intelijen pada Kejaksaan Negeri Tabalong Anggota
9. | Kasi Perdata dan TUN pada Kejaksaan Negeri
Tabalong Anggota
10. | Kasi PB3R pada Kejaksaan Negeri Tabalong Anggota
11. | Kepala Bagian Perekonomian dan Administrasi Anggota
Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten
Tabalong
12. | Kepala Bidang Sarana TPH pada Dinas Ketahanan Anggota
Pangan, Perikanan, Tanaman Pangan dan
Hortikultura Kabupaten Tabalong
13. | Kepala Bidang Perdagangan dan Kemetrologian pada Anggota
Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,
Perindustrian dan  Perdagangan  Kabupaten
Tabalong
14. | Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Anggota
Bahan Berbahaya dan Beracun pada Dinas
Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong
15. | Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Anggota
Kesehatan Kabupaten Tabalong
16. | Kepala UPT Perlindungan Tanaman Pangan dan Anggota

Hortikultura pada Dinas Ketahanan Pangan,
Perikanan, Tanaman Pangan dan Hortikultura
Kabupaten Tabalong
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Koordinator  Petugas Pengendali  Organisme Anggota
Pengganggu Tumbuhan (POPT) Kabupaten Tabalong

Pj. BUPATI TABALONG,
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HAMIDA MUNAWARAH
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